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ABSTRAK 

UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG 

BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI 

 

CITRA JULITA 

Debitur adalah pihak berupa perusahaan atau individu yang berhutang kepada pihak 

lain yaitu kreditur, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) 

kemudian dijanjikan oleh penerima pinjaman (debitur) untuk membayar kembali di waktu yang 

telah disepakati antara kedua belah pihak. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana upaya hukum terhadap 

debitur pada layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi dan bagaimana upaya agar 

terhindar dari permasalahan layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi. Penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis 

bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan buku perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya hukum terhadap debitur pada 

layanan peer to peer lending  diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 

2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Data Pribadi Sistem Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

 

Kata Kunci: Upaya Hukum, Debitur, Layanan Pinjaman Uang, Finansial Teknologi. 

 

https://kamus.tokopedia.com/p/perusahaan/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era Globalisasi saat ini telah mempengaruhi perekonomian dunia dalam 

tatanan yang sangat luas, dimana era globalisasi juga mengharuskan ASEAN 

membuat pembaharuan secara menyeluruh pada kawasan asia tenggara. Hal 

inilah yang disebut dengan ASEAN VISION 2020. Salah satu unsur pokok dari 

ASEAN Vision 2020 adalah ASEAN Economic Community  atau disebut dengan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN.1 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diketahui bahwa  saat ini 

finansialadalah salah satu bidang yang mendukung kemajuan perekonomian 

pada suatu negara.Sektor keuangan memegang peranan yang sangat penting 

dalam memicu laju pertumbuhan ekonomi dan mempunyai peranan besar dalam 

perubahan ekonomi secara global.2Dengan demikian semua hal dapat dilakukan 

menggunakan teknologi tanpa terkecuali. Menurut data yang diambil dari 

Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH), saat ini generasi milennial 

menjadi pengguna tertinggi metode keuangan modern ini. Teknologi dan 

internet berperan sangat besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan 

manusia. Teknologi telah mengajak perdagangan semakin berkembang, 

membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya,mendukung inklusi 

 
1 Budi Nababan. 2014. Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sebagai Persiapan Menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN. hlm.34. 
2Pramesti Widya Kirana. 2018. Teknologi Finansial dan Masa Depan Pusat 

Perbankan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.hlm.1. 
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keuangan negara, dan selalu berinovasi dari tahun ke tahun untuk 

berkembangnya hal-hal tersebut secara signifikan.3 

Teknologi menjadikan jangkauan suatu barang maupun jenis layanan 

data semakin berkembang dan mudah untuk diakses dimanapun oleh setiap 

orang. Jarak dan waktu bisa ditembus melalui teknologi, Sehingga laju 

perekonomian juga bisa semakin berkembang dan maju.Penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi digital di Indonesia  sangat besar, hal ini tentu saja 

memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis 

yang kemudian menghadirkan perdagangan online atau e-commerce. Dampak 

dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya 

merambah pada industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan 

Indonesia.4 

Adapun yang menjadi bahasan penulis pada penulisan skripsi ini yaitu 

mengenai finansial teknologi. finansial teknologi merupakan 

penggunaanteknologi dalam sistem keuangan yangmenghasilkan produk, 

layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapatberdampak pada 

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efesiensi,kelancaran, keamanan 

dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggaraan teknologi finansial yakni 

meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar,manajemen investasi dan 

manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial 

 
3 Song Yee leng. 2018. Financial Technologies : A Note on Mobile Payment, Jurnal 

dan Perbankan. No. 2. hlm 51-62. 
4Ernama, Budiharto dan Hendro S. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 

Terhadap Financial Technology. Diponegoro Law Journal. No.3. hlm 1-2. 
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lainnya, hal  ini berdasarkan isi dari Peraturan Bank Indonesia 

Nomor19/12/PBI/2017.5 

Layanan pinjam meminjam uangberbasis teknologi sudah diatur dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/2016 tentang pinjam meminjam 

uang berbasis teknologi, sejak aturan itu terbit pada 28 Desember 2016 jumlah 

perusahaan P2P Lending kian bertambah. perkembangan fintech P2P lending 

sepanjang beberapa tahun lalusangat signifikan, peminat dan pengguna jasa baik 

dari pemberi pinjaman maupun pencari pinjaman sangat besar.6 

Fintech peer-to-peer lending merupakan alternatif potensial sumber 

pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem 

dalam fintech peer-to-peer lending sangat mudah untuk dijangkau maupun 

diakses baik oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.  

Layanan keuangan digital atau financial technologydilaksanakan dengan 

berlandaskan aturan hukum. Hal ini berdasarkan dengan 

dikeluarkannyaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan 

pemberi pinjaman dengen penerima pinjaman dalam rangka melakukan 

 
5Heri Setiawan, Mutiara Girindra, dan Octavianna Evangelista. 2017. Aspek hukum 

finansial teknologi di indonesia: regulasi startup fintech oleh bank indoneisa dalam pelarangan 

perkembangan penggunaan bitcoin di indonesia. hlm.1. 
6Dhiya Tsuroyya dan Muzayyanah. 2019. Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada 

Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi 

TeknologiFinansial) No.2. hlm 34-35. 



4 
 

 
 

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui 

sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.Fintech peer-to-peer 

lending tergolong aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan 

instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa 

keuangan dengan melibatkan kemajuan digital saat ini yang dikenal dengan 

istilah inovasi keuangan digital (IKD).7 

Otoritas Jasa Keuangan juga menangkap peran fintechuntuk Indonesia 

yaitu untuk mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu 

pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, 

mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata, 

meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong kemampuan ekspor UMKM 

yang saat ini masih rendah dan juga agar para pelaku UMKM di Indonesia tidak 

lagi hanya semata-mata mengandalkan pinjaman bank untuk mendapatkan 

modal usaha karena seperti yang kita ketahui bahwa pinjaman bank biasanya 

memiliki bunga yang cukup tinggi, belum lagi prosedur dan persyaratan yang 

umumnya cukup sulit.8 

Financial technology peer-to-peer lendingmerupakan salah satu bentuk 

inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya 

pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan 

yang sering dialami masyarakat. Saat ini dengan hadirnya fintech ini masyarakat 

 
7Jadzil Baihaqi. 2018. Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah 

di Indonesia. Journal of Sharia Economic Law. Institut Agama Islam Negeri Kudus. No.2. hlm. 

119-120. 
8 Suharyati dan Pahrizal Sofyan.2018. Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong 

Sempu Bogor. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran. No. 2. hlm 5. 
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dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan 

usaha yang dimiliki atau kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.9 

Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang 

besar bagi perusahaan startup namun, keberadaan fintech juga ternyata bisa 

meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengambil judul penelitian : Upaya Hukum Terhadap Debitur Pada 

Layanan Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman 

uang berbasis finansial teknologi ? 

2. Bagaimana upaya agar terhindar dari permasalahan layanan 

pinjaman uang berbasis finansial teknologi ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk memperjelas 

masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau 

menyimpang, maka perlu dibuat suatu pembatasan masalah. Adapun ruang 

lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu  

mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap debitur pada layanan 

pinjaman uang berbasis finansial teknologi. 

 
9  Jadzil Baihaqi. Op. Cit. hlm. 121. 
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Tujuan Penelituan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang 

berbasis finansial teknologi. 

2. Untuk mengetahui upaya agar terhindar dari permasalahan layanan pinjaman 

uang berbasis finansial teknologi. 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan teoritis khususnya mengenai hukum perdata selama berada di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan antara suatu rancangan 

terhadap rancangan lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka ini 

berfungsi untuk menjelaskan secara detail tentang suatu topik yang akan 

dibahas. Di bawah ini akan dikemukakan penjelasan yang berkaitan dengan 

judul skripsi sebagai berikut. 

1. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim.10 

2. Debitur adalah pihak berupa perusahaan atau individu yang berhutang kepada 

pihak lain yaitu kreditur, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak 

pemberi pinjaman (kreditur) kemudian dijanjikan oleh penerima pinjaman 

(debitur) untuk membayar kembali di waktu yang telah disepakati antara 

kedua belah pihak. Pemberian pinjamannya sendiri umumnya memegang 

 
10Iskandar Oeripkartawinata. 1981. Upaya-upaya hukum yang dapat digunakan oleh 

pencari keadilan menurut hukum acara perdata di Indonesia. Jurnal Hukum dan pembangunan. 

hlm 1. 

https://kamus.tokopedia.com/p/perusahaan/
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sebuah jaminan atau agunan dari pihak debitur. Apabila seorang debitur gagal 

membayar pada tenggat waktu yang telah disepakati, maka akan dilakukan 

proses penyitaan harta oleh kreditur.11 

3. Layanan pinjam meminjam uang berbasis finansial teknologi adalah 

penyelenggaraan teknologi finansial dalam jasa keuangan dengan melakukan 

perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima 

pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung dengan memanfaatkan 

sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Secara umum 

perjanjian/kontrak elektronik tersebuttelah memenuhi syarat sah kontrak 

seperti pada Pasal 1320 KUHPerdata maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui 

media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau 

bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.12 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah langkahyang dimiliki dan dilakukan oleh 

peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, mendapatkan 

pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah 

didapatkan tersebut.13 

 
11 Niko Ramadhani, “Apa itu Debitur? Istilah yang Sering Didengar dalam Dunia 

Finansial” melalui https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/, diakses tanggal 19 

September 2020. 
12 Rizky Kurniawan. 2019. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 

Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar. Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara.hlm.13. 
13 D Sopiani. 2017. Pengertian Metode Penelitian. Universitas Pasundan. hlm 81. 

https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/
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1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi adalah metode 

penelitian normatifkarenapenelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah 

kumpulan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-

asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, 

serta doktrin. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek 

kajian tentang kaidah atau aturan hukum dan meneliti kaidah atau peraturan 

hukumtersebut sebagai suatu bangunan sistem yangterkait dengan peristiwa 

hukum.14 

2. Sifat penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. 

Menurut Sukmadinata, Penelitian Deskriptifadalah suatu bentuk penelitian yang 

ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena 

alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, 

aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara 

fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.15 Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai suatu fenomena dengan menelaah secara 

teratur dan apa adanya. 

3. Alat pengumpulan data 

 
14Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2009.Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34. 
15 Mega Linarwati, Azis Fathoni dan Maria M Minarsih. 2016. Studi Deskriptif 

Pelatihan Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral 

Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. Journal of 

Management. No. 2. Semarang: Universitas Pandanaran. hlm.1. 
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Data yang dikumpulkan diperoleh dari pengumpulan data dengan metode 

penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan informasiuntuk memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan 

kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, dan jurnal 

yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi pembahasan. Kegiatan 

dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan 

menyimpulkan data guna mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.16 

Penelitian kepustakaan ini terdiri atas beberapa bahan yaitu meliputi 

sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

 
16Milya Sari. 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian 

Pendidikan IPA. Padang: Universitas Islam Negeri Imam bonjol. hlm 41. 
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5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 

2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 

2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi 

7) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data 

Pribadi Sistem Elektronik 

8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 

9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan 

atau membahas bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan karya 

ilmiahdari kalangan praktisi hukum yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan penjelasaan lebih lanjut dari bahan 

hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus hukum, majalah, 

buletin, dan internet (virtual searching). 

4. Analisis data  

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-

komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu secara 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
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teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan 

pembahasan hasil penelitian.  

Untuk menyesuaikan analisis data dengan permasalahan maka penelitian 

dalam skripsi ini dianalisis secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen, 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menafsirkan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,mencari apa yang 

penting untuk dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada 

orang lain. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk 

mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai 

dengan klasifikasi tertentu.17 

F. Sistematika penulisan  

Sesuai dengan Pedoman Buku Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan disusun 

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut. 

Bab I  Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup 

dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka, menerapkan peninjauan kembali  yang menyajikan 

pengertian penegakan hukum, debitur, dan aturan hukum tentang 

layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi. 

 
17 Analisis Data Kualitatif. melalui http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-

data-kualitatif.html, diakses tanggal 21 September 2020. 

http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html
http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html
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Bab III Pembahasan, berisikan paparan tentang hasil penelitian yang 

menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai 

penegakan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang 

berbasis finansialteknologi dan upaya agar terhindar dari permasalahan 

layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi. 

Bab IV Penutup, merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi 

kesimpulan dan saran-saran. 
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